
GUBERNUR LAMPU"NG
 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAl\1PUNG
 

NOMOR: G/630/VI.02/HK/2019
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN
 
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHlJN ANGGARAN 2019
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pcrnerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 
111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, RKPD , KUA, PPAS, dan RPJMD; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu menetapkan Kepurusan Gubernur tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati 
Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor	 4286); 
2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 558'7) scbagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 

58, Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Uomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\lornor 6041); 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor ~33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tan g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara R,=?ublik Indones ia 

Tahun 2011 Nomor 310); 
8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah da n 
Rancangan Peraturan Kepa a Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah sebagaimana te lah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36 

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 525); 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
TENTANG PERU BAHAN ANGGAI~N PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN 
pr:RATl}RAN BUPATI PESAWARAN TENTANC PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARI\N 2019. 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan 
Pcraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
20 19 sebagaimana tercantum da1am Lampiran Keput.usan ini 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
mi. 

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan 
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten 
Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 berdasarkan hasil evaluasi. sebagaimana dirnaksud 
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
Keputusan ini. 
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu 
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten 
Pesawaran , dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan 
Dacrah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Bupati 
Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam 
Negeri, untuk melakukan penundaan danjatau pemotongan 
Dana Transfer Urnum sesuai dengan ke tentuan peratura n 
perundang-undangan. 
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati 
Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah 
disernpurnakan dan disesuaik an berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud Dikturu Kesatu, Rancangan Peraturan 
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat 
ditetapkan menjadi Peraruran Daerah dan Peraturan Bupati 
setelah rnendapatkan Nomor Register dari Gubernur. 
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KELIMA	 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Pesawaran ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019, disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) 
hari setelah ditetapkan. 

KEENAM	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ARINAL DJUNAIDI 

Tembu san : 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ; 
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedo ng Tataan: 
4 . Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
5 . Kepal a Biro Hukum Sekretariat Daerah Provin si Lam pung di Bandar Lampung. 
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LAMPlRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : Gj630jVI.02jHKj20 19 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 

TENTANG 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019 

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 
Konsistensi Antar Dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20 19 : 
1 .	 Terdapat Kegiatan-kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah ten tang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun tidak terdapat pada Dokumen 
Perubahan RKPD dan PPAS OPD Sekretariat Daerah ya itu : 
a.	 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan 

Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBljULP (0 1.0 1.33). 
b.	 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (01.05) Kegiatan 

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 
(01.05.30) 

c.	 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (01.11) Kegiatan 
Penyusunan Penyelesaian Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 
(01.11.11). 

2.	 Terdapat Kegiatan-kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berbeda nama kegiatan dengan 
Perubahan RKPD dan PPAS dengan Pagu anggaran ya n g sarna ya itu pada: 

a.	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kegiatan Ekspose Capaian Pembangunan (01.15.15) ya ng masuk dalarn 
Program Pengembangan DatajInformasi Statistik Daerah (01 .15), dalarn 
Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan tersebut berjudul 
Penyediaan Pameran Pembangunan dan Expo . 

b.	 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (01 .06.04) ya ng 
masuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06) , dalam Dokumen Perubahan RKPD 
dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyusunan Pelaporan Keuangan 
Bcrnc e t e r. 

c.	 Dinas Perikanan 
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (01.06.02) yang 
masuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kin erja dan Keuangan (01.06), dalam Dokumen Perubahan RKPD 
dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun. 
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d.	 Badan Penanggulangan Bencana 
Kegiatan ?enyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (01.06.02) yang 
masuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), dalam Dokumen Perubahan RKPD 
dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyusunan Pelaporan Keuangan 
Semesteran. 

3 .	 Terdapat Program dan Kegiatan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2019 masuk kedalam Program yang berbeda pacl a 

Perubahan RKPD dan PPAS, yaitu pada: 

a.	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pirrtu 
Kcgiatan Pclayanan dan Pelaporan Perizinan (01.16.12) Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan Rcalisasi Investasi (01.06), dalam dokumen Perubahan 
RKPD dan PPAS Kegiatan terse but rnasuk kedalam Program Pemanfaatan 
Rua.ig. 

b.	 Badan Percncanaan dan Pembangunan Daerah 
1)	 Kegiatan Expose Capaian Pembangunan (01.15,15) Program 

Pengcmbangan Datay lnformasi Statistik Daerah (01.15), dal arn dokumen 
PerubahanRKPD dan P?AS Kegiatan tersebut rnasuk kedalarn Program 

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Ce paian Kinerja dan 
Keuangan. 

2)	 Kegiatan Sistern Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (01.15.20) 
Program Perigembangan Dataj Inforrnasi Statistik Daerah (01.15). d ala m 
dokumen Perubahan .RKPD dan PPAS Kegiatan terse but rnasuk kedalarn 

Program Perencanaan Pernbangunan ] iaerah. 
3)	 Kegiatan Sekretariat Fasilitasi Sin.pul KPBU (01.16.15) Program 

Peningkatan Iklim lnvestasi dan Realisasi Investasi (01.16), dalam 
dokumcn Perubahan RKPD dan °pAS Kegiatan tersebut masuk kedalarn 
Program Pernanfaatan Ruang. 

4)	 Kegiatan Pengelolaan Data Online (01.I9.01) Program Optimalisasi 
Pemanfaatan Teknologi (01.19), dalam dokumen Perubahan RKPD dan 
PPAS Kegiatan tersebut masuk kedalam Program Perericanaan 
Pernbangunan Daerah . 

Program dan Kegiatan tersebut agar ditata kembali sesuai kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran , mengingat Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus 
konsisten pacta setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari 
Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS sesuai dengan ketentuan Pasal17 dan Pasal 28 
Undang-Und.ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Pasal 25 
Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah, Pasal 169 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 
2019 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal ~H3 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cam. Perencanaan, Pcngendalian dan 
Evaluasi Pernbangurian Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangar. Peraturan Daerah 
tentang Rcncana Pembangunan .Iangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Peruhahan r~encana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan .Ren ca n a Kerja Pernerintah Daerah, serta Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 
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II.	 PENDAPATAN DAERAH 

1.	 Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar 
Rp.l.291.055.352.637,00, bertambah sebesar Rp, 73.076.836.215,00 atau 
5,66(% rnenjadi sebesar Rp.1.364 .132.188.852. Pendapatan daerah dirnaksud 
terdiri dari : 

a.	 Pendapatau Asli Daerah semula sebesar Rp .68.582.905.650,OO bertambah 
scbesar Rp .10.698.416.556,OO atau 15,60% menjadi sebesa r 
Rp.79 .281 .322.206,OO; 

b.	 Dana Perimbangan sernula sebesar Rp .930.092.801.000,00 bertambah 
sebesar Rp.24.873.230.543,00 atau 2,67% menjadi sebesar 
Rp.954 .966.031.54.3,00; dan 

c.	 Lain-Lain Peridapatan Daerah Yang Sah semula sebesar 
Rp.3J.646.940.000,00 bertambah sebesar Rp.433.180.687,00 atau 1,29% 
menjadi sebesar Rp.34.080.I20.687,00. 

Mengingat peridapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendana i 
program dan kegiatan Pernerintah Kabupaten Pesawaran agar melakukan 
prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai poterisi su m be r 
pendapatan yang ada di Kabupalen Pesawaran berdasarkan peratur-an 
perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator 
pcrekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi poten si 
pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan 
rnerupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian 
serta dasar hukum penerimaannya, 

2.	 Penganggaran target peridapat daerah dengan kode rekening: 
a.	 x.xx.x.xx .x,'(.xx.xx.4.1.1 Pcndapatan Pajak Daerah serrrula scbesa r 

Rp.'28.400 .015.650,OO bertarnbah sebcsar Rp.1.550.000.CJOO ,00 a ta u 
5,46% rncnjadi sebesar Rp.29.950.0 15.650,00 atau 2, 1% dari total 
pendapatan daerah , yang diuraikan ke dalam obyek peridapatan dengan 
kode rekeriing: 
I} x .xx.x.xx.xx.xx .xx .4.1 .1 .0.1 Pajak Hotel sebesar Rp.300.000.000,00; 
2) x. xx.x .xx.xx .xx .xx .el . Yr l .02 Pajak Restoran sernula sebes a r 

Rp .2 .179 .315.650,OO bertarnbah sebesar Hp .50.00C.OOO,00 atau 2 ,29% 
menjadi sebesar Rp2.229.315.650,OO; 

3)	 x.xx.x.xx.xx.xx.xx.q.Ti lDsl Pajak Reklame semula sebes a r 
Rp.240 .000.000,OO bertambah sebesar Rp.20.000.000,00 atau 8, 3 3 ~ o 

mcnjadi sebesar Rp.260.000.000,00; 
4)	 x.xx.x.xx.x.x.xx.xx.4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan sebesa r 

Rp.13.400.700.000,OO bertambah sebesar Rp.630.000.000 ,00 a tau 
4,'70% rnenjadi sebesar Rp.14.030.700.000 ,00; 

5)	 x.xx.x.x..x.xx.xx.xx.sl.J vlD? Pajak Parkir sebesar Rp.330 .000.000,OO; 
6)	 x.x.x.x.xx.x.x .xx.xx.4.1.1.08 Pajak Air Tanah semula sebe sa r 

Rp.27S .000.000,OO bertarnbah sebesar Rp .100.000.000,00 atau 36 ,36% 
menjadi sebesar Rp.375.000.000,00; 

7)	 x.xx.x.xx.xx.xx.xx.rl .1.1.11 Pajak BPHTB semula sebesar 
RpA .000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.500.000.000,00 atau 12,50 

rnenjadi sebesar RpA.500.000.000,00; 
8)	 x.xx .x.xx.xx.xx.xx.sl.J .1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan semula sebesar Rp.6.500 .000 .000 ,00 bertambah sebesar 
Rp.750.000.000,OO atau 11,54% menjadi sebesar Rp.7.250.000 .000,00 ; 

9)	 X.XX.X .xx.x.x.XX.X:x..4 . 1. 1. 12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sernula sebes-ar Rp.l.125 .000.000,00 berlcurarig sebesar 

Rp.SOO.OOO.OOO,OO atau -44,44% menjadi sebesar Rp.625.000.000 ,OO; 
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b.	 x.x.x.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sernul a se besa r 
Rp .5.48S.950.000,00 bertarnbah sebesar Rp.8. 715 .235 .869 ,0 0 ell ,'] I : 

158,86% menjadi sebesar Rp.14.20 1.1 ')5.869,00 atau 1,04% dari total 

pendapatan daerah , yang diuraikan kc dalam obyek pendapatan dengan 
kode rekening: 
1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum sebesar semula 

Rp .3.368.000.000,OO bertarnbah Rp.8.715.235.869,OO atau 258,77% 
rnenjadi sebesar Rp.12 .083.235.869,00; 

2)	 x.xx.x.xx.xx.xx.xxA.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar 
Rp.4S2.000.000,00 

3}	 x.xx.x.xx.xx.xx.xxA.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 
Rp.1.665.950.0CO,OO 

Dapat dianggarkan, apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan 
pajak dacrah dan rerribusi daerah dimaksud te1ah disesuaikan dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah relah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah 
di Kabupaten Pesawaran serta mernperhatikan perkiraan pertumbuhan 
ekonorni pacta. Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah tahun sebelurnnya, sebagaimana ditegaskan dalam 
butir III.l.a.l).a) dan butir lILl.a.l).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nornr 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

3.	 Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan kode rekening 
x.xx.x.xx.xx.xx.xx-l.La Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
sebesar Rp.1.050.000000,OO yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan 
dengan kode rekening x .xx.x.xx .xx.xx.xx.4.1.3.0 1 Bagian Laba Atas Penyertaan 
Modal pada Perusahaan Milik Daerah sebesar Rp.1.050.000.000,00. 
dapat dianggarkan dcngan tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian 
laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jurnlah total penyertaan modal 

Pernerintah Kabupaten Pesawaran sarnpai dengan Tahun Anggaran 201 8 da 11 

perolehan manfaat ekonomi, sosial danj atau manfaat lainnya dalarn jangk a 
waktu tertentu, sesuai ketentuan butir III.l.a.2) Lampiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Pasal 71 ayat (5) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diu bah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun. 

4 .	 Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 

x.xx .x .xx .xx.xx.xx.4.1.4.1~) Pend..patan Dana Kapitasi JKN sebesar sernu la 
Rp.22 .000.000.000,OO berkurang sebesar (Rp.2.045.835.094 ,00) atau (9 ,30ry;,) 

menjadi sebesar 19.954.164 .906,00 
dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada ketentuan butir III.l.a .3). b) 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 38 Tahuri 2018 Pedornan 
Penyusunan Anggaran Pcnde.pe.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 19 

5.	 Perietapan target pendapatan daerah pada kode rekening: 
a.	 x.xx.x.xx.xx.xx.xx.A.Zv r Bagi Hasil Paja: :jBagi Hasil Bukan Pajak sernula 

sebesar Rp.15.299 .900.000,00 bertam.iah sebesar Rp.6.873.230.543,OO 
atau 44,92% menjadi sebesar Rp.22.173.130.543,00 yang diuraikan ke 
dalam obyek pendapatan dengan kode rekening: 
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1)	 x.XX.x.XX.XX. x-~ .xx.4 .2.1.01 Bagi Hasil Pajak semula sebe sa r 
Rp.l 0.9.53.078 .000,00 bertambah sebesar Rp.1.413.511.065 .,00 a tau 
12,91% rnenjadi sebesar Rp.12.366 .S89.065,00 yang diurai kan ke 
dalarn rincian abyek pendapatan dengan kade rekening 
x.xx.x.xx.xx .xx.xx.el.Zi Lt) 1.0 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan 
Bangunan semula sebesar Rp.5.75S.08~5 .000,00 bertambah sebesar 
Rp.1 .634.50 1.526 .00 atau 28,39% nienjadi sebesar 
!-<p.7 .392 .58 6 .526,00 , Bag: Hasil dari Paj ak Penghasilan (PPh) Pas c:d 2 5 
dan Pasal 2 9 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalarn Neger: dan PPh Pasa. 2 1 
sernula sebesar RpA.727.573 .000 ,00 berkurang sebesa r 
Rp.221,459.572,OO atau -4,68'% menjadi sebesar RpA.506.113.42 8,OO 

2)	 4.04.4.04.00.00 .00.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 
Alain semula sebesa r RpA.346.822 .000,00, bertambah s ebesar 
Rp.S.549.719 .4 7S ,CO atau 125,60% menjadi sebe sar 
Rp.9.806 .541.478 ,00 yang druraikan ke dalam obyek pendapatan 
dengan kode rekening: 
a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.a.z .Luz.Oz Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya 

kehutanan sernula sebesar Rp.137.073.000,00 berkurang sebesar 
Rp.7.704.486.,OO atau -5,62% menjadi sebesar Rp.129.368.514 ,00; 

b) x.xx.x.x..x.xx.xx.xx.4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam 
Perikanan sernula sebesar Rp.983.593.000,OO bertambah sebesar 
Rp.~19.184.67LOO atau 10,08% menjadi sebesar 
Rp.1.082.7T7.6 7 1,00 ; 

c)	 x.xx.x.XJcxx. xx.xxA.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi serrrula sebesar Kp .1.390.232 .000 ,0 0 
bertambah sebesar Rp.2A94.155 .751 ,00 a tau 179,41 menjad i 
sebesar Rp .3 .834 .387.751 ,00; 

d)	 x.XX.x.xx.x..x.xx.xxA .2 .1.02 .09 Bagi Hasil dari Suber Daya Alam 
Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp .2 .329 .713.340,00; 

e)	 x.xx .x.xx.xx.xx.xx .a .2 .1.02.10 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam 
Pan as Bumi sernula sebesar Rp .1.437.806.000,00 bertambah 
sebesar Rp .530.220.791,00 atau 38,27% menjadi seb esa r 
Rp.1.988.026.791,00; 

f)	 x.xx.x.xx .xx.xx.xxA.2.1.02.15 Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam 
Mineral dan Batubara semula sebesar I~p.398.11.~.OOO,00berkurang 
sebesar Rp .5 .850.589,00 atau -1 ,47% menjadi sebesa r 
Rp. 392 .267.4 11,00 

b . x .xx.x.xx .xx.xx.xxA .2 .2 Dana Alokasi Umum sebes a r 
Rp .684.210.957.000,00; 

c . x .xx.x .x.x.>:Y.: .xx.xxA .2 .3 Dana Alokasi Khusus semula sebesar 
Rp.230.581.944 .000,OO bertambah sebesar Rp.18.000.000.000,00 atau 
7,31% rnenjadi sebesar Rp .248.581.944.000 ,OO; 

dapat dianggarkan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam m asing­
masing peraturan perundang-undangan yang rnelandasinya, sesuai ketentuan 
butir IILl.b.1i, butir III.1.b.2) dan butir III.l.b.3) Lampiran Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan An ggaran 
Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2019 . 
Selanjutnya penyediaan anggaran pada huruf 2 .c agar ditata kembali 
mengingat tidak ada dasar hukurn yang rnelandasi penganggarannyCt, dan 
belanja daerah yang rnenggunakan sumber dana tersebut agar disesuaikan . 

http:Rp.1.634.501.526.00
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6. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.q.a.j Pendapatan Hibah sebesar Rp.55A72.883 .000,00 yang 
diurai kedalam kode rekening x.xx .x.x.x.xx.x.x.xxA.3.1.01 Hibah Dana 80S 
sebes a r RpA8A08.800.000,OO, dan x.x.x.x.xx.xx.xx.xxA.3.1.06 Pendapatan 
Hibah dari Multilateral BOS sebcsar Rp.6.668 .083.000,OO 
dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan 
dirnaksud, rne agingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak 
ketiga untuk Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang tidak mengikat dan tidak 
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi 
hibah, S eSU8.1 ketentuan dalam butir III.l.c.9) Lampiran Peraturan lVlenteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

III. BELANJA DAERAH 

A.	 KEBIJAKAN BELAN-JA 
1.	 Penganggaran target belanja daerah semula sebe sa r 

Rp.1.339 .062.200.561,63 bertambah sebesar Rp.27.5S6.812.392,54 a ta u 
2,06% m enjadi sebesar Rp.l.366.659.0 12.954 ,17 belanj a c1 aerah dimaksud 
terdiri d ari : 

1) Belanja Tidak Langaurig sernula sebesar Rp .-(55.131.786.589, 39 
berkurang sebesar Rp. 755.131. 786.589,39 atau 0,100/ 0 menjadi se besa r 
Rp. 754.351.691.927 ,77; 

2) Belanja Langsung semula sebesar Rp.583.930.413.972,24 be rtamba h 
sebesar Rp .28 .366.907.054,16 atau 4,86% menjadi sebesa r 
Rp. 612 .:297.321. 02G,40. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Und.ang-Undang Nomor 9 Tahun 20 I S , 
belanja daerah diguriakan unruk: 
1)	 Mendanai pelaksanaan urusan oemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi. 
2)	 Mendanai urusan pernerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang 

ditetapkan derigan standar pelayanan minimal serta berped oman pada 
s tan dar teknis dan harga satuan regional serta harus didukung den gan 
dasar hukurn yang melandasinya. 

3)	 Mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 201 9 
sesuai dengan kewenangan, 

4) Lebih	 memfokuskan terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan 
memiliki manfaat guna meningkatkan kualitas sumber daya rnanu sia, 
pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonorni daerah. 

2 . Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu : 
1)	 Jurnlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan se besar 

Rp .355.149.160.906 ,OO atau 25,99% dari total belanja daerah Rp . 
1.366.659.012.954,17. Jurnlah alokasi anggaran untuk rungs: pendidikan 
tersebut tidak tcrmasuk alokasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan 
Belanja Ban tuan Keuangan Kepada Pernerintah KabupatenjKota dan 
Pcmerintah Desa yang ditujukan untuk pendidikan. 
Pernerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan secara terus ­
menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan 
sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai arnanat 
Undang undang NOmOl" 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
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2)	 Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp.79.499.218.25S,93 a tau 
8~52% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp. 
9 33.562 .784.701,17. .Jumlah alokasi a.nggaran kesehatan tersebu t tidak 
terrnasuk alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja 
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaterr/Kota dan Pemerintah 
Desa yang ditujukan untuk kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, 
Pemeriritah Kabupaten Pesawaran harus mengupayakan merigalokasikan 
a n gga ra n untuk kesehatan sekurang-kurangnya sehesar 10% dari total 
belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang­
Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

B.	 BELANJA TlDAK LANGSUNG 
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : 
1.	 Bela.nja Pcgawai 

a.	 Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.SiL'l ,0 1 Gaji dan Tunjangan semula sebesar 
Rp.431 .646.26S.700,OO bertambah sebesar Rp.1.449.962.S53,00 atau 
0. 34% menjadi sebesar Rp.433 .096.228.253,00 a tau 31 ,69% dari total 
belanja daerah Rp.1.366.659.012.9S4,17 dapat dianggarkan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2018 dengan berpedoman pada butir III,2 .a.1) .a), but.lr III.2 .a.l) .c), dan 
butir IJ1. 2.a.1).c Larnpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 38 
Tahun 2018 Pedornan Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja 
oaera h Tahun Anggarran 2019. 

b .	 Kabu paten Pesawaran tidak menganggarkan. Penyediaan a ngga ra n un tuk 
jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD. Untuk itu Pernerintah 
Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan alokasi anggaran untuk 
jaminan kecelakaan kerja dan kernatian dimaksud dengan berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah Nornor 70 Tahun 2015 tentang J aminan 
Keceiakaan Kerja dan .Iarnina..n Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara sebaga ima na diubah dengan Peraturan Pemerintah No rnor 66 
Tahurn '2 0 1'"1 . 

c.	 Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.SiLjO 1.09 luran Asuransi Kesehatan sebesa r 
Rp.9.00 8 .858.0CO ,OO yang diperuntukkan bagi Bupati jWakil Bu pa t i . 
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan den gan 
ber pedom a n pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Und mg Nornor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2013 tenrang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir derigan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 20 16 ; 

d.	 Hak Keuangar, dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercanturn pada kode rekening: 
4.01.4 .01.02.00.00 .5 .1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak 
Langs ung Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Da erah (DPRD) 
sebesar Rp.20. 737 .811.778,00, yang antara lain dii ira ika n pada kod e 
rckenin g: 
a ) 4.01.4 .01.0 1.{)0.OO.5. 1. 1.03. 19 Belanja Operasional Pimpinan DPRD 

sebcsar Rp.252 .000.0oo,oo; 
b) 4.01.4 .01.01 .00.00.5.1 .1.03.02 Kornunikasi Intensif Pimpinan dan 

Anggota DPRD sebesar Rp .5.670.000.000,OO. 
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dapat di anggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admin.stratif Pirnpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap 
memperhatikan 2spek efektifitas, efisiensi, kewaj aran, kepa tu ran , 
penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dirnaksud. 

e.	 Penyediaan anggaran yang [ere mtum pada kode rekening 
4.01.4.01.02.00.00.5.1 .1.03.02 Biaya Penunjang Operasional 
KDHjWKDH sebesar Rp .302 .754 .000,OO. 
Dapat dianggarkan dengan berpxloman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f 
Pe raturari Pernerintah Nornor 109 Tahun 2000 ten tang Kcdudukan 
Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

f.	 Tambaha n Penghasilan PNSD 
Penyediaan anggaran unt.uk Tarnbahan Penghasi1an PNSD yang 
tercantum pacta kode rekening x.X)\.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan 
Pe nghasilan PNS sernula sebesar Rp.51.619.13,).416,00 berkurang 
sebesar (RpA.44g.500.158,OO) atau (8,62%) menjadi sebesa r 
Rp.47 .1 69.630.258,OO pada kelompok belanja tidak langsung, ya ng 
diuraikan ke dularn rincian obyek belanja dengan kode rekening 
x.xx.x.xx.xx.x:c.xx.5.1.1 .02.08 Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 
dianggarkan semula sebesar Rp.51.619.130.416,00 berkurang sebesar 
(RpA.449.500.158,OO) atau (8,62%) menjadi sebesa r 
Rp.47.159 .630 .258,00 
dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, a spek 
efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran 
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan 
Perneriri tah Nornor 58 'I'ahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011. 

g.	 Penyediaan anggaran pada kode rekening: 
1.	 x.xx.x.xx.xx.xx .xx ..s.1.1 .05 .01 Insentif Pernunguvan Pajak Daerah 

sebesar Rp .1.420.000.782,OO. Insentif Pemurigutan Pajak Daerah 
tersebut sebesar 4,74% dari total pajak daerah sebesar 
Rp. 29 .950.0 15 .650,00; 

2.	 x.xx .x .xx.xx.xx.xx..5 1.1 .06.01 Insentif Pernunguta.i Retribusi Da erah 
sebesar Rp.274.297.~00.OO. Insentif Pemungutan Retribu si Da erah 
tersebut sebesar 1,93"/0 dari total retribusi daerah sebesar 
Rp .14.20 1.135.869,00. 

Pernerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada ketcrituan 
Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Perneriritah Noma)' 69 Tahun 2 0 10 

ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Paj ak Dae rah dan Rctribusi Daerah. 

2. Belanja Hibah 
a.	 Belanja hibah berupa uang sernula sebesar Rp.:21.387. 200. 000,OO. 

bertarnbah sebesar Rp.3.4 b2.800.000,OO atau l6,28% me nj a di se besar 
Rp.24 .870.000.000,OO. Belanja hibah dimaksud diuraikan dalam kode 
rekening sebagai berikut: 
1) 4 .04 .4 .04.00 .00.00.5.1.4.05 Be1anja Hibah Kepad a 

Badan/Lembaga / Organisasi semula sebesar Rp.3.690 .000.000 ,00 
bcrkurang sebesar (Rp.72.500.000,OO) atau (1,96%) menj adi se besar 
Rp.3 .61? SOO.()OO,OO. 
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2) 4.04.4.04.00.00.00.S. J. .4.06 Belanj a Hibah Kepada Kelompok j Anggo ta 
Ma syarakat s eruula sebesa r Rp.7 .867 .200.000,00 berkurang sebesar 
(Rp. l10.000 .000,OO) atau (1,40(%) rr .enjadi sebesar 
Rp .7 .7 57 .200 .000 ,00; 

3) 4 .04 .4.04 .00 .00.00. 5. 1.4 .08 Belanj a Hibah Pernilu sebesa r 
Rp .550.0 00 .0 00, OO 

4\ 4 .04 .4 .04.00.00.00 .5.1.4 .09 Belanja Hibah Bidang Pendidikan se mula 
sebesar Rp.6.~80.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.615.300.000 ,00 
atau 24,93% menjadi sebesar Rp.8 .095.300.000,OG. 

5) 4 .0 4. 4.04.00. 00. 00 .5 . L.4 .10 Belanj a Hibah Kep ada In stansi Vertikal 
semu la sebesar Rp.3 .350 .000.0 00 ,00 b ertarnbah sebesar 
Rp .l .500.000.000 )OO atau 44 ,7 13% menj adi sebesar 
R p A.850 .000.00 0 /)0 . 

dapa t. d iangga rka n d cngan berpedoman pada Pasal 29 8 ayat (4) dan ayat (5) 
Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diu bah bebera pa 
kali te rakh ir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 15 , Peratura n 
Pc rne rint.ah No rn or 2 Ta h u n 20 12 tentang Hibah Daerah dc. n Pera tura n 
Men teri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun : 0 11 tentang Ped oman Pemberia n 
Hibah dan Bantuan So si a l Yang Bersumt.er dari Anggaran Pendapatan da n 
Bel a nja Da erah, seba gaimana telah diubah beberapa kali tera khi r denga n 
Peraturan Mente ri Dal arn Negeri Nornor 132 Tahun 2018. 
Penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tidak sesu a i den gan 
tuj uannya dialih ka n guna mernenuhi pencapaian alokasi an gga ra n un tu k 
kesehatan seku ra n g-kurangnya sebesar 10% dari total be lanja daerah di lu ar 
gaj i, scs uai arnanat Pa sal 171 aya t (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2 009 
ten tan g Keseh a ta n serta mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai 
deriga n kewen a n ga r. Pernerintah Kabupaten Pesawaran . 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dij am in 

efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalu i 
serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan 
dan per timhanga n TAPD , sehingga penyed iaan anggaran tersebut tepa t 
sa saran dan tepa t jumla h. 

3.	 Bel anj a Ba ntuan Keua ngan 
Penyedia an anggaran yang tercantum pada kode rekenin g 
4 .04 .4.04.00.00.00 .5.1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepad a Provin s i, 
Ka bupaten jKota Pernerintah Desa dan Partai Politik semula sebesar 

Rp .2:JO .8 89.028.700 ,OO bertambah sebesar Rp.63 .74 2.000,OO a tau 0 ,0 3% 

m enjadi sebe sa r Rp. 230.952.770.700,00 yan g diuraikan pada Kode 
Rekcning: 
a.	 4.04.4.04.00.00.00.5 .1.7.03 Belanja Bantuan Keuan gan Kepada Desa 

sebesar Rp .155 .6 40 .921.000,00; 
b .	 4 .04.4.04 .0 0 .00 .00.5 . ] .7 .04 Belanja Bantuan Keua r.gan Alokasi Dana 

Desa - ADD sernula scbesar Rp .74 .304 .343.700,00 ber tarnbah sebe sa r 
Rp.46 .74 2. 0 00,OO a tau 0 ,06% rnenjad i sebesa r Rp .7 4 .351. 0 8 5 .7 0 0 ,OO 

c.	 4 .04 .4 .04 .0 0 .00 .0 0 .5.1. 7 .0 5 Belanja Ban tu a n Keuanga n Kepad a Partai 
Politik sernula sebesar Rp.943 .7 64.000,00 bertambah se besar 
Rp.l '7.000. 00 0, 00 a tau 1,RO% menjadi sebesa r Rp. 9 60 .764 .000,00 
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Pengganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat 

dianggarkan setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan 

besaran pcnganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedornan 
kepada Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana tela.h diubah beberapa ka.li 
terakhir derigan Peraturan Pernerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan 
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitung-in, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi 
Perigajuan, Penyaluran dan Laporan Pertan ggungiawaban Periggu nacm 
Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Ivienteri Dalarn Negeri Nornor 6 Tahun 2017. 

4 .	 Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00 .5.1 .8.01 
Belanja Tidak Terd uga sernula sebesar Rp.2.935.012.926,39 berkurang 
sebesar (Rp.999.599.056,62) atau 34,06% sebesar Rp.1.935.413.869, 77. 
dapat dianggarkan seoara rasional dengan mempertimbangkan 
kernungkinan adanya kegiatan-kegiatan darr/ atau kebutuhan yang sifatnya 
tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan sitatnya tidak biasa atau tidak 
dih s... r a p kan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat ben cana, 
penanggulangan bencar.a alam dan bencana sosia1, kebutuhan mendesak 
lainnya yang tidak tcrtampung dalam bentuk program dan kegiatan pada 
Tan1.ID Anggaran 20 19, termasik pengernbalian atas kelebihan penerima a n 
d aerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir 1II. 2 .a.7) 
Lampiran Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 201'8 tentang 

Pedoman Penyusuanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019. 

C.	 BELANJA LANGSUNG 
Belanja langsung merupakan belanja yang di anggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: 
1.	 Belanja Pegawai 

Penycdiaan anggaran yang cercantum pada kode rekening: 

x .xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar 
Rp .74.371.551.600,OO bertambah sebesar Rp.367.439.000,00 a tau 0 ,49% 

menjadi scbesar F-~p. 74.738 .990 .600,00. Anggaran Belanja Pegawai terse but 
sebesar 1:2,20fyo dari tOl2J belanja langsung, antara lain diuraikan ke d a la rn 
obyek belanja dengan kode rekening: 
a. x .xx.x.xx.xx.xx.xx.Siz.L'O 1 Honorarium PNS semula sebesar 

Rp.10.289.0] 1.000,00 bertambah sebesar Rp.144.965.000,00 atau 
1 ,41'J;0 menjadi sebesar Rp.l 0.433 .976.000}00; 

b. x .xx.x.xx.xx.xx.xx.fi.Zi Lu-l Be1anja Pegawai Dana BOS sebesar 
Rp.6.928.184.600,OO. 

dapar dianggarkan. dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara 
selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. 
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Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan 

Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan , 
kewajarari dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program da n k egiatan 
serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD da n Non 
PNSD dalam kegia.tan benar-benar memiliki peranan dan kontribu si nyata 

terhadap efek ti fita s pelaksanaan kegiatan tersebut der.gan memperhatikan 
pemberian Tarnbahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian In senti f 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir 
III.2.b.2). a) Larnpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 201 8 
tentang Pcdoman Penyusuarian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 19. 

2.	 Belanja Barang dan .Jasa 
Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: 
x.xx .x .xx .xx .xx.xx ..S.2 .2 Belanja Barang Jasa semula sebesa r 
Rp.275.131.081.528,79 berkurang sebesar Rp.2.036.737.583,24 a tau ­
0,74% rnenjadi scbesar Rp .273.094.343.945,S5. Belanj .i Barang dan J asa 
tersebut sebesar 44 ,60% dari total belanja langsuug, an tara lain diuraikan 
ke dalam obyek belanja dengan kode rekening: 
a .	 x .xx .x.xx .xx.xx .xx.5.2.2 .01 Belanja Bahan Pakai Habis semula sebesar 

Rp.16.159 .042 .972 ,04 bertarnbah sebesar Rp.981.870.302,76 atau 
6,08%1 rnenjadi sebesar Rp.17.140.913.274,80 ata n h,27% dari total 
belanj a barang dan jasa pada kelornpok belanja langsung; 

b.	 x .xx.x xx .xx .xx. xx. 5 .2 .2. 02 Belanja Bahan zMaterial semula sebesar 
Rp.9 .955.310.652 ,OO bertambah sebesar Rp .537.664.500 ,OO atau 5 ,40% 
menjadi sebesar Rp.10.492 .975.182,20 atau 3,84°/c dari total belanj a 
barang clan jasa pada kelornpok belanja langsung; 

c.	 x .xx.x .xx.xx.xx.xx.Si Zi.Ltld Belanja .Iasa Kantor semula sebesa r 
Rp.49.203.233 .234,60 bertambah sebesar Rp .3.403 .012.850,00 atau 
6 ,9 2% menjadi sebesar Rp.52.606.246.084,60 atau 19,26% dari total 
belanja barang dan jasa pada kelornpok belanja langsung; 

d .	 x .xx.x .xx.xx.xx.xx .5. 2 .2 .04 Belanja Prcmi Asuransi semula sebesar 
Rp.9 .817.297.428,00 berkurang sebesar Rp.10 1.100.000,00 atau 1,03% 
menjadi sebesar Rp.9.716.197.428 ,00 a ta u 3,55% dari total belanja 
barang dan jasa pada kelompok belanja langsung; 

~ . x vx .x xx.xx.xx .xx .5 .2.2 .06 Belanja Cetakan dan Penggandaan sernu la 
scbesar Rp .6,980.559.576,60 bertarnbah sebesar Rp.280 .861.440 ,00 
atau 4.02% m enjadi secesar Rp .7.261.421.016,60 atau 2,65% dari total 
belanj a barang dan jasa pada kelompok belanja langcung; 

f.	 x.x:x.x.xx .xx.xx .xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minurnan sernu la 

sebesar Rp.22 .712 .222.000,00 bertambah sebesar I~p. 531. 899 .5 00,0 0 
atau 2 ,34% menjadi Rp.23.244.121.5 )0,00 atau 8 ,5(1'0 clari total belanja 
barang dan jasa pada kelornpok belanja langsung; 

g .	 x .xx.x .xx .xx.xx .xx .S.2. 2 .15 Belanja Perjalanan Dina s sernula sebesar 
Rp,49.682.602.435 berkurang sebesar Rp.906.039 .533 ,00 a tau - 1,82% 
mcnjadi s e b e s u r Rp.L18 .776.562 .852 ,OO a tau 17 ,86% dari total belanja 
barang dan jasa pada kelompok belanja langsung; 

h.	 x .xx.x.xx .xx.xx.xx.S c'L 'L 'Zo Belanja Barang yang akan diserahkan kepa da 
masyarakatjpihak ketiga semula sebesar Rp.44.416 .697.742 ,00 
berkurang sebesar (RpA.704.335.232,OO) atau (10,5~0f<,) menjadi sebesar 
Rp.39.712 .362 .510,OO atau 14,54% dari total belanja barang d an j a s a 
pada kd01npok bel~nja lanssuns; 
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dapat dianggarkan narnun .ialam rangka efisiensi perlu dilakukan 
rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya 
mernpertirnbangkan kcwajaran, manfaat serta besarnya biaya pclaksanaan 
kegiatan atau pernbangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan 
efektifitas anggaran daerah. Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut 
pacta huruf C., selain mernperhatikan uraian tersebut di atas juga haru s 
mernperhatikan aspek urgensi dan efcktifitas hasii jasa konsul.an si 

dimaksud terhadap kualiras perurm san kebijakan baik dibidang 
perencanaan dan pelaksanaan pembangman daerah maupun pelayanan 
kepada masyarakat. 

3.	 Belanja Modal 
a.	 .Jumlah alokasi anggaran untuk jcrns belanja modal sebesar 

Rp .264.463.986.480,85 atau 19,35% dari total belanja daerah 
Rp.1.366.659.012.954,17. Jum1ah alokasi anggaran dimaksud tid ak 
rcrmasuk alokasi anggaran pada jenis belanja lainnya yang ditujukan 
untuk barang modal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar 
rneningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sehingga lebih 
besar dad rata-rata alokasi anggaran belanja modal Kabupaten / Kota 
seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2018, yaitu 20,28% dari total belanja 
daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus 
diprior-itaskan urituk pembangunan dan pengembangan s araria d an 
prasarana yang terka.it langsung dengan peningkatan pelayanan dasar 
kepada rnasyarakat, sesuai maksud butir 1l1.?bA).a) Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :38 Tahun 2018 Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019; 

b.	 Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 
x .xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.7.08. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 
(ADD) yang bersurnber dari APBD sebesar Rp.74.351.035 .700,OO ata u 
10,53% dari dana perirnbangan dikurangi DAK sebesar 
Rp.706.384.087.S43 . Pemerintah Kabupaten Pe sawaran agar 
mernpertahankan alckasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Daria Perimbangan yang 
diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) clan 
Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasa! 
96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana. telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 . 

c.	 Penyediaan anggaran yang tercantum pada. kode rekening: 
1)	 x.xx.x.xx.xx.xx.xx.Sv Lo. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Desa sebesar Rp.2.995.001.565,00 atau 10% dari dana hasil Pajak 
Daerah sebesar Rp.29.950.015.650,00; 

2)	 x.xx.x.xx.xx.xx.xx.Si Lo. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada 
Dcsa sebcsar Rp.548.S9S.000,OO atau 3,86% dari dana hasil 
Retribusi Dacrah sebeear Rp.14.201.185.869,OO 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran meningkatkan dalam pengalokasian 
anggaran Belanja Bagi ~-{a~:i Pajak Daerah dan menganggarkan Belanja 
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% 
sesuai ketentuan Undang-Undang Ncrnr 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
Pasa197 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah derigan Peraturan Pern erintah Nomor 4 7 
Tahun 2 ') 15 . 
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Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dal am daftar nama 
pernerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkeriaan. 

4.	 Penyediaan anggaran dcngan kode rekening x.xx.x. ;c:.xx.xx.xx.5. 2.1 .05 
sebesar Rp.93.000 .000,OO lJang untuk diberikan kepada Pih a k 
Ketigaj' Masyaraka t agar ditata kembali dengan berpedoman pada Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara n 
2019 ditetapkan bahwa belanja tersebut hanya diperkenankan untuk 
pemoer.an ya ng bersifat lomba dan prestasi serta secara teknis dianggarkan 
pada belanja barang dan jasa. 

5 .	 Penyediaan anggaran pada Dinas Kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan 
Nasi orial sernu la sebesar r<.p.22.000 .000.000 ,00 bertarnbah se besa r 
Rp.c .64 3 .g9S.885,9:3 menjadi seb~sarRp.27.643.995.885, 93 , aga r 
mernprioritaskan pada anggaran yang bersifat operasional guna mendukung 
layanan kesehatan dan bila penambahan anggaran bersumber dari dana 
kapitasi J KN serta tasilitas kesehatan dimaksud be1um menera pkan PPK­
BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nornor 32 Tahun 201 4 , Peraturan 
Menteri Kesehatan Nom or 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Un uk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fas.Iitas Kesehatan 'I'ingkat Pertama 
Milik Pernerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negcri Nornor 
900/ 2280I S..J tanggal 5 Mei 20 1~·. 

6.	 Penyediaan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olah Raga kegi ata n 

Pernbinaan Cabang Olah Raga Prestasi eli Tingkat Daerah sebesa r 
Rp.44 ,180.COO,-, pernbinaan organisasi cahang olahraga profesional tidak 
dapat dia.nggarkan d alarn APBD karena menjadi tanggung jawab induk 
organ isasi cabang olahraga darr/ atau organisasi olahraga professional ya ng 
bersangkuran sesuai keterituan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 ten ta ng Sistem Keolahragaan Nasiona1, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penye1enggaraan Keolahragaan , 
Peraturan Pernerintah Nornor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pekan dan Kejuaraan Olahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2007 ten tang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan 
pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi ca ba ng 
olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional . 

7.	 Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kegiatan : 
Pembarigu o.an jalan wilayah I semula sebesar Rp.13.500 .237.200,OO 
bertarnbah sebesar Rp.2.078.519.519,00 rnenjadi sebesa r 
Rp .15.578 .756.719,00 dan kegiatan pembangunan jembatan wila yah II 
serrrul a s ebe sa r Rp.2 .846.312 .000 ~00 bertambah sebesar Rp.399.145.000,00 
menjadi sebesa r Rp .3.245.457.000,OO, serta beberapa kegia tan yarig 

terrnasuk dalarn program pembangunan jalan dan jernbatan, program 
Pengernbangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan, serta 
program sarana clan prasarana pemerintah daerah, agar dalam 
menganggarkan : 

a .	 Terhadap kegiatan yan g bersifat fisik pada perubahan APED harus 
rnempertimbangkanwaktu penyelesaian kegiatan dengan waktu 
berakhirnya tahun angga.ran. 
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b.	 Memperhatikan waktu pelaksanaan antara kegiatan fisik yang saling 
bcrkaitan waktu pelaksanaannya seperti kegiatan pem bangunan 
jembatan , berkaitan juga dengan kegiatan fisik lain berupa k egia tan 
pern bangurian jalan pacta mas jalan yang sarna. 

8.	 Penyediaan anggaran pada Dinas Perurnahan Rakyat dan Penataan Ruang 
pacta kegiatan : 

a.	 Pengaturan Pernbinaan Jasa Konstruksi (37.01) semu la sebesar 
Rp.120 .387.500,OO berkurang sebesar (Rp.76.587 .500,00) atau (63 ,62%) 
menjadi Rp. 43.800.000,00. 

b .	 Kegiatan Pengawasan Pembinaan . iasa Koristruksi (37 .02) sern u la 
sebesar Rp.456.232.500,00 berkurang sebesar (Rp.211.432.000 ,OO) atau 
(46,34%) menjadi Rp. 244.800.500,00. 

Agar pelaksanaannya berpedornan nada Nomor 2 tahun 2017 tentang J a sa 
Koristr uksi yang menyatakari bahwa pembinaan jasa konstruksi juga h a.r u s 

diprioritaskan kegiatannya dalam mendukung pengawasan terti b nya 
pelaksanaan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

9.	 Penyediaan anggaran pada Dinas Pertanian kegiatan pelaksanaan 
Penyusunan Penetapan angka kredit (Pz.K] jabatan fungsional (05 .10) 
sebesar Rp .1.545.C'OO,OO hanya dianggarkan belanja pegawai saja. Agar 
dita ta kern bali sesuai Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Ta h uri 2018 
ten tan g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 yang menyatakan bahwa Suatu kegiatan tidak 
diperkeriankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai. ! , 

10.	 Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
kegiatan Pembangunan Jembatan Wilayah 2 (15 .15) terdapat rincian objek 
belanja modai jalan, irigasi dan jaringari-pengadaan jernbatan desa 
(5.2.3.60.04) semula sebesar Rp.2.800.000.000,00 bertambah sebesar 
RpAOO.OOO.OOO,OO menjadi sebesar Rp3 .200.000.000 ,OO a ga r clitinj au 
kembali mengingat jernbatan desa adalah wewenang Perneritahan Desa 
sesuai dengan ketenruan pasal 8 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 

ten tang Desa, 
11 .	 Penyediaan anggaran yang tercantum pada: 

a .	 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
1)	 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.29) semula sebesar 

Rp.334.613.305,OO bertambah sebesar Rp.47.685.978,00 menjadi 
sebesar Rp.382.~~99.283,OO terdapat belanja modal pengadaan 
bermotor arigkutan barang (5.2.3.17.03) sebesar Rp.251.312.7 84 ,40; 

2)	 Kegiatan RehabilitasijPcmeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah 1 
(24.20) terdapat rincian objek belanja modal jalan.irigasi dan j aringan 
_. pengadaan bangunan pengaman irigasi (5.2.3 .61 .05) sem u la 
sebesar Rp2.616.165.500,00 bertambah sebesar RpA91.945.000,00 
menjadi sebesar Rp.3.108.110.500,00; 

3)	 Kegiatan perencanaan pernbangunan pengelolaan jaririgan ir igasi, 
.awa dan jaringan kode rckening 34.05 terdapat rincian objek belanja 
modal jalan.irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan pelengkap 
irigasi (5.2 .3 .61.06) scmula sebesar Rp949 .043.590,00 bertambah 
sebcsar Rp1.569.32U.OOO,OO sehingga menjadi sebesa r 
Rp. 2,518.363.590,OO; 



- 19 •
 

4) Kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan kod e 
rekening 34.06 terdapat rincian objek belanja modal jalan,irigasi dan 
jaringan - pengadaan jalan KabupatenjKota (5.2 .3.59 .03) semula 
sebcsar Rp3 .102.894.430,00 bertambah se besa r 
Rp .2040.000 .COO,OO sehingga menjad i sebe sar 
Rp.~.142.894A30,OO; 

5) Kegiatan percncanaan teknis pembangunanjpemeliharaan gedung 
dan infrastruktur lainnya kode rekening 34.07 terdapat rincian obj ek 
belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung 
kantor (5.2.3.49 .01) sernula sebesar Rpl.094 .050.000,00 bertambah 
sebe sar Rp 1.202.500.000,00 sehingga menjadi sebesar 
Rp2.296.550.000,OO; 

6)	 Kegiatan rehabilitasi gedung bangunan dan infrastruktur lain nya 
kan tor kode rekening 35.03 hal 130, terdapat rincian objek belanj a 
modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kan to r 
(5 .2.3.49.01) sernula sebesar Rp2.839.457.000,00 bertambah se besar 
Rp1.250.000 .00D,OO sehingga menjadi sebesar R94 .089.457.000 ,OO . 

b.	 Dinas Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1) Kegiatan Perencanaan Persiapan Pengadaan Tanah Peme ri n tu h 

(30.02) scmuia sebcsar Rp .36 .l.400.000,OO berkurang se besa r 
Rp.8 .004.300,00 menjadi sebesar ~p . 3 53 . 39 5 . 700,00 terdapat : 
a ) Belanja modal pengadaan .nes in tik (5.2. 3.27 .01) sebesar 

Rp.2.000.000,OO; 
b) Belanja modal pengadaan mcja kerja pejabat (5 .2 .3 .30.01) sebesar 

Rp. 1.130.000,00; 
c) Belanja modal perigadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3. 30 .0 7) 

sebesar Rp.:3 .125.000,OO. 
2)	 Kegiatan Pernbangunan Sarana dan Prasarana Air Lirnbah Perdesa a n 

(OAK dan Pendampingan OAK) (40 .05) semula sebesa r 
Rp .S.739.17c .OOO ,OO berkurang sebesar Rp.21.122.000 ,OO menj adi 
sebesar Rp.8.718.054.000,00 terdapat belanja kursus-kursus 
singkatjpelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.100.000 .000,OO 

c.	 Dinas Ketahanan Pangan 
Kegiatan Penyusunan Pola Pangan harapan (PPH) (15.30) semula sebesar 
Rp.15 .000.000,OO bertambah sebesar Rp.l0.00U .000,00 sehingga 
rnenjadi sebesar Rp.25 .000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan 
personal computer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.l0.000 .000,00 . 

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pacta 
kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pernerintah Kabupaten 
Pesawaran, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanj a 
tersebut tidak merniliki ko relasi langsung dengan keluaran yan g diharapkan 
dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pas a l 9 5 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman 
Perigelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 J 'r'ahun 2011. 
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IV.	 PEMBIAYAAN 
Pembiayaan Daerah rnerupakan sernua penerimaan yang pertu dibayar kembali 
danj atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ya ng 
bersangkutan maupun pada to.huri-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari: 
1.	 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode 

rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.6 .1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah 
Tahun Sebclumnya sebesar Rp .3.526.824.102,08 atau 0,25% dari total belanja 
daerah . 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada jumlah SiLPA 
dimaksud pacta Laporan Hasil Perneriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 20 18 Nomor 
21AjLHPjXVHl.BLPj05j2019 TanggaI21Mei 2019 

2.	 Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Daerah yang tercantum pada kod e 
rekerilng x.xx.x.xx.xx.xx.xx.fi.Zi ZrO'Z Penyertaan Modal (Investasi) pada Badan 
Usaha Milik Daerah (BUl'.1D) sebesar Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO yang diuraikan ke 
dalam rincian obyek pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening 
x .xx.x.xx.xx.xx.xx.6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Pada Bank sebesar 
Rp.500.000.000,00 clan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.6.2.2.02.02 
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah sebesar Rp.500.000.000,00.; 
dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta 
akuntabilitasnya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha 
dimaksud dan kirierjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan 
kontribue: laba yang aignifikan (performance based) pada Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 
penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraxuran Pernerintah 
Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Peratura n 
Meriteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peckman Pengelolaan 
lnvestasi Pernerintah Daerah. 

v 0 LAIN -LAIN 

1.	 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2 0 19 : 
a .	 KonsidcranMengingat:
 

1) Angka 17 dan 22 dihapus.
 
2) Tarnbahkan :
 

Peraturan Pcrnerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nornor 73, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor (206) 
Perruendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pernerintah Daerah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Perigelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia 'I'a.huri 2016 Nomor 547) 

Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang 
Orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951)~;ebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2018 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584) 
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3) Angka 27 diubah menjadi, "Peratur in Pemerintah Nomor 13 Tahun 
20 19 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perncrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);" 

4)	 Angka 30 diubah mcnjadi, "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu n 

2018 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Tahun 2018 Nornor 248, Tambahan Lernbaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 6279);" 

5)	 An gka 38 diubah menjadi : "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 
(Berita Negara Re publik Indonesia Tahuri 2018 Nomor 157);" 

6)	 Angka 38 diubah menjadi : "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 
Tahun 20),,8 tcntang Badan Layanan Umum Daerah (Beri ta Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);" 

7)	 Penulisannya sesuaikan dengan hirarki perundang-undangan 
b.	 Batang tubuh 

Pasal 5 diubah menjadi : 
Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalam Pa sal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
ba gian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapa tan 
dan Belanja Daerah; 

b . Lamp.ran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menurut Uru sa n 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c .	 Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah mcriurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi , 
Pendapatan, Belanja, dan Fembiayaan; 

d .	 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 
Urusan Pernerintahan Daerah, Organi sa s i, 

Pi ogram, dan Kegiatan; 

c .	 Lamniran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah un tuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dal am 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negura; 

f.	 Lampiran VI Daftar Perubahan .Jurnlah Pegawai per 
Golongan dan per Jabatan; 

g.	 Lampiran VII Daftar Kegi ata n -kegia ta n Tahun An ggaran 
Sebelumnya ya ng Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kernbali dalam Tahun Anggaran 

h.	 Lampiran VIII Daftar "':>injaman Daerah. 

c .	 Lembar Pcnandatangan oleh Bupati agar tidak dibuat pada lembaran 
tersendiri. 
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2.	 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2019: 
a.	 Dasar hukum mengingat, sesuaikan dengan hasil koreksi Raperda dan 

tambahkan Peraturan Oaerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan 
APBO Tahun Anggaran 2019. 

b.	 Pada Lampiran III cantumkan dasar hukum sesuaikan Lampiran C.V.E.a 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

agar mencantumkan dasar hukum penganggaran untuk setiap objek 
pungutan zpenerimaan berupa UU, PP, Perpres, Perda, be rita acara atau 
dokumen lain yang disertai nomor tahun dan ten tang 

c.	 Pada setiap Lampiran yang tidak terdapat transaksi keuangan agar 
dicantumkan frase "NIHIL" 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ARINAL DJUNAIDI
 




